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A. Peserta
1. Seluruh Kepala Pusjak di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Unicef sebagai Mitra Kerjasama 
3. Seluruh Ketua Tim Kerja di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
4. Seluruh Kepala Subbagian Administrasi dan Umum, di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
5. Peserta undangan

B. Latar Belakang
C. Sambutan
Transformasi Kesehatan Indonesia
Pilar terakhir dalam transformasi kesehatan Indonesia, Transformasi Teknologi Kesehatan memiliki peran untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan bio-teknologi yang berada di sekitar kesehatan. Sehingga dengan demikian, akan membuat dunia kesehatan di indonesia dapat lebih beradaptasi dan memanfaatkan dengan baik pekembangan teknologi digital, agar proses digitalisasi di sekitar kesehatan dapat menjadi lebih bertumbuh.

Tantangan Organisasi Kemenkes
Secara organisasi, sebagaimana umumnya lembaga birokrasi, tantangan dalam memperbaiki profesionalisme di Kemenkes juga merupakan sebuah keniscayaan 
Perlu diakui bahwa kemampuan organisasi Kemenkes dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan masih jauh dari standar. Berdasarkan survei OHI dengan
metodologi yang dikembangkan oleh McKinsey and Company2, memberikan skor 66 untuk indikator secara keseluruhan. Hasil survei OHI ini menempatkan Kemenkes dalam kuartil terbawah dibandingkan dengan tolok ukur organisasi sejenis secara regional. Kesimpulan sederhana dari pengukuran OHI ini menyebutkan bahwa secara organisasi Kemenkes perlu berbenah secara serius.
Selain itu, Kementerian Kesehatan mendapatkan nilai 59,2% (cukup sehat) untuk pengukuran budaya kerja ASN Indeks BerAKHLAK yang dilakukan oleh KemenPANRB.



BKPK sebagai Instansi Pemerintah
BKPK merupakan sebuah instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan, BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. fungsinya dalam menjalankan tugas adalah untuk penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan, melaksanakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, melaksanakan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 


D. Butir Wicara
· Penggunaan teknologi informasi di setiap organisasi saat ini merupakan suatu keharusan. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi menjamin kecepatan pertukaran informasi dan dapat dilakukan bersamaan oleh banyak pengguna, sehingga tugas lebih cepat selesai. 
· Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) merupakan sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Fungsinya dalam menjalankan tugas adalah untuk penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan, melaksanakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, melaksanakan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
· Dalam penyusunan kebijakan kesehatan banyak sekali data dan informasi yang dibutuhkan oleh BKPK untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti, namun praktis dan implementatif di lapangan. Dalam perjalanannya selama 2 (dua) tahun, dokumen-dokumen sebagai dasar penyusunan kebijakan belum terdokumentasi dengan baik dan sebagian besar disimpan oleh perorangan maupun tim kerja sehingga sulit untuk diakses. Masalah lainnya juga bahwa belum adanya wadah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan dengan mekanisme kolaborasi, berbagi pakai data, temu kembali informasi, evaluasi serta pemantauan dari progres dari sebuah kegiatan dan penugasan yang sedang dilakukan.
· Sehubungan dengan tersebut, BKPK berupaya memperbaiki kinerja instansi untuk menyimpan data dan informasi sebagai bahan baku dalam penyusunan kebijakan, serta memonitor kemajuan suatu proses penyusunan kebijakan dengan mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis pengetahuan (Knowledge Management System)
· Hal ini juga sebagai perwujudan dari budaya kerja baru Kemenkes yaitu Eksekusi efektif, Cara kerja baru dan pelayanan unggul.
Pentingnya data dan Informasi
Dari itu tentu banyak sekali data dan informasi baik yang dibutuhkan atau yang dihasilkan oleh BKPK dalam kebijakan kesehatan. tidak dipungkiri bahwa pengetahuan yang ada kurang didokumentasikan dengan baik dan sebagian besar hanya dimiliki oleh pegawai – pegawai tertentu baik secara perseorangan maupun dalam bentuk tim kerja yang melaksanakan sebuah kebijakan. Masalah lainnya juga bahwa belum adanya wadah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan dengan mekanisme kolaborasi, berbagi pakai data, temu kembali informasi, evaluasi serta pemantauan dari progres dari sebuah kegiatan yang sedang dilakukan.
Data is the new oil. "Data adalah minyak baru" merupakan kutipan populer yang menunjukkan dengan tepat peningkatan nilai data dan secara akurat mencirikan data sebagai bahan mentah. Data harus dilihat sebagai masukan atau sumber daya dasar yang perlu diproses lebih lanjut sebelum benar-benar digunakan. 
Data terlebih dahulu perlu diproses, digabungkan, diringkas, dan dibandingkan. Singkatnya, data biasanya perlu dianalisis, dan wawasan, pemahaman, atau  pengetahuan harus ditambahkan agar data menjadi berguna dan mendukung pengguna akhir atau penerima dalam pengambilan keputusan.

Ketersediaan Data BKPK
[image: ]

· Portal Knowledge Management System (KMS) BKPK / Sistem Informasi Monitoring Implementasi Kebijakan (Simplek)
· Portal Knowledge Management System (KMS) BKPK merupakan sebuah sistem manajemen pengetahuan yang dirancang untuk mendukung kegiatan di Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Kesehatan (BKPK). 
· 
· Portal ini dikembangkan dengan tujuan tidak hanya sebagai informasi publik, tetapi juga sebagai alat manajemen internal yang efektif, mendukung pengendalian kualitas, dokumentasi arahan, dan pengelolaan informasi penting.
· 
· KMS yang selanjutnya Sistem yang dikembangkan dinamakan Sistem Informasi Monitoring Implementasi Kebijakan (Simplek) yang dapat diakses pada tautan https://simplek.bkpk.kemkes.go.id. 
· 
· Data dan informasi yang dapat disimpan dalam Simplek antara lain: Progress QC, Kajian implementasi Kebijakan (Implementation Research), bahan pimpinan dan arahan pimpinan, serta repositori regulasi kesehatan, MOU, briefing sheet, notulen, data dari K/L lain dan sebagainya.
Dalam kesempatan ini kami juga berDukungan Unicef
· tTerima kasih atas dukungan dan kerjasama UNICEF yang telah mendukung membantu BKPK sejak tahun 2022 untuk mewujudkan KMS ini, serta PT CARI selaku pengembang sistemhingga saat ini 2024. tetap berkomitmen mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan BKPK saat ini.
· Tentunya dalam perjalanan sistem, perlu adanya evaluasi, serta inovasi dan pengembangan lebih lanjut dalam menjalankan tugas BKPK. Kami berharap besar keberlanjutan dari dukungan yang diberikan UNICEF terhadap kebutuhan penambahan fitur Simplek ke depannya. dapat terjalin lebih lanjut dalam kegiatan – kegiatan selanjutnya.
· 
Himbauan Penggunaan Sistem di BKPK
· Selanjutnya untuk memaksimalkan pemanfaatan Simplek, harus segera dilakukan entry data oleh semua pemangku kepentingan di lingkup BKPK. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi Simplek kepada seluruh pengguna di lingkup BKPK.
· Kami harapkan agar pertemuan hari ini dapat memaksimalkan pengisian data yang terdapat dalam fitur-fitur di Simplek. Selamat bekerja. 

Terima kasih,
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